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Daftar Pertanyaan Wawancara
Identitas Narasumber
Nama 	: Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.
Jabatan	: Hakim
Instansi	: Pengadilan Negeri Medan

A. Pertanyaan untuk Rumusan Malasah 1
Bagaimana peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

1. Bagaimana hakim menilai peran pelaku perantara dalam proses peredaran narkotika sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan ini?
Jawaban:
Hakim menilai bahwa peran pelaku perantara dalam proses peredaran narkotika sangat penting dan krusial, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemasok dan pelaku utama yang mengedarkan narkotika ke masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan ini, hakim memandang bahwa pelaku perantara turut serta secara aktif dalam proses distribusi, yang menunjukkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab hukum yang tinggi. Hal ini tercermin dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perantara memiliki peran strategis dalam memperlancar peredaran narkotika, sehingga penjatuhan hukuman yang setimpal diperlukan sebagai bentuk keadilan dan efek jera.
2. Dalam putusan ini, apa yang menjadi pertimbangan hakim mengenai tingkat keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika?
Jawaban:
Dalam pertimbangan saya terhadap putusan ini, tingkat keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, terlihat bahwa pelaku perantara ini tidak hanya sekadar penerima atau pengedar tingkat kecil, melainkan juga memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi narkotika tersebut. Peran mereka yang aktif dan terorganisir menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi, sehingga memperkuat alasan untuk menjatuhkan hukuman yang berat, termasuk pidana mati, sebagai upaya deterrent dan keadilan terhadap masyarakat yang dirugikan.
3. Apakah hakim melihat adanya bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pelaku pelaku perantara berperan sebagai penghubung utama dalam penjualan narkotika tersebut? Jika ya, bagaimana pengaruhnya terhadap putusan?
Jawaban:
Ya, berdasarkan pertimbangan saya, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pelaku perantara berperan sebagai penghubung utama dalam penjualan narkotika tersebut. Bukti-bukti tersebut, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya sebagai pengedar kecil, melainkan memiliki posisi sentral sebagai pelaku perantara utama yang mengatur distribusi narkotika ke pelaku lain maupun pengguna. Pengakuan dari terdakwa sendiri yang mengakui peran sebagai penghubung utama, serta bukti pengiriman dan penerimaan barang yang terkait dengan jaringan tersebut, memperkuat kesimpulan ini. Pengaruhnya terhadap putusan adalah bahwa peran terdakwa yang sebagai penghubung utama memperberat pertimbangan hukuman, karena menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan peran strategis dalam peredaran narkotika, sehingga mendukung pemberian hukuman pidana yang berat, termasuk pidana mati.
4. Berdasarkan putusan ini, bagaimana pengaruh peran pelaku perantara terhadap pemberat atau meringankan hukuman dalam kasus peredaran narkotika?
Jawaban:
Berdasarkan putusan ini, peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemberatan hukuman. Dalam pertimbangan hakim, keberadaan pelaku perantara yang berperan aktif dan strategis dalam memperlancar peredaran narkotika menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap kerugian masyarakat. Oleh karena itu, peran tersebut menjadi salah satu faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Sebaliknya, apabila peran pelaku perantara bersifat pasif, minim kontribusi, atau hanya sebagai penerima pasif tanpa inisiatif, maka dapat menjadi faktor meringankan hukuman. Dalam kasus ini, karena terdakwa terbukti memiliki peran yang penting sebagai pelaku perantara utama, maka hakim memandang bahwa hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk memberatkan hukuman yang dijatuhkan.
5. Dalam konteks putusan ini, apakah hakim menilai bahwa peran pelaku perantara harus diatur secara khusus dalam mekanisme penegakan hukum terkait narkotika? Jika iya, bagaimana sebaiknya pengaturan tersebut dilakukan?
Jawaban:
Ya, dalam konteks putusan ini, saya menilai bahwa peran pelaku perantara dalam peredaran narkotika memang perlu diatur secara khusus dalam mekanisme penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peran pelaku perantara memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan dan kerugian yang timbul dari peredaran narkotika, serta berpotensi memperluas jaringan distribusi yang sulit dilacak. Oleh karena itu, pengaturan tersebut sebaiknya dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, misalnya dengan memperkuat peran dan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menangani, dan menindak pelaku perantara utama, serta memperjelas sanksi hukum yang dikenakan. Selain itu, perlu juga ada regulasi yang mengatur mekanisme pemantauan dan pencegahan yang lebih efektif terhadap peran pelaku perantara, termasuk sinergi antar lembaga terkait dan penggunaan teknologi informasi untuk melacak peredaran narkotika secara lebih efisien.







B. Pertanyaan untuk Rumusan Malasah 2
Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

1. Bagaimana hakim menilai pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus ini, mengingat peran mereka dalam proses peredaran narkotika?
Jawaban:
Dalam pertimbangan hukum atas kasus ini, saya menilai bahwa pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara harus didasarkan pada tingkat keterlibatan dan peran yang mereka jalankan dalam proses peredaran narkotika. Mengingat peran mereka sebagai pelaku perantara, yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam distribusi narkotika, mereka memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan patut dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada mereka harus mencerminkan tingkat kesalahan dan kontribusi mereka terhadap kejahatan tersebut, serta mempertimbangkan aspek pencegahan dan efek jera. Dalam kasus ini, karena terdakwa terbukti aktif dan berperan penting sebagai pelaku perantara utama, maka pertanggungjawaban hukumnya harus ditegakkan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam putusan ini, apa pertimbangan hakim terkait tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku perantara dibandingkan dengan pelaku utama?
Jawaban:
Dalam putusan ini, saya mempertimbangkan bahwa tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku perantara berbeda dengan pelaku utama. Pelaku utama biasanya memiliki peran yang lebih langsung dan aktif dalam peredaran narkotika, seperti mengurus, menyimpan, atau mengedarkan secara langsung kepada konsumen. Sedangkan pelaku perantara berperan sebagai penghubung atau pihak yang memfasilitasi distribusi, sehingga tingkat kesalahannya dapat dikategorikan lebih ringan tetapi tetap memiliki tanggung jawab hukum yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan, saya menimbang bahwa pelaku perantara harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat keterlibatannya, yang biasanya lebih ringan dibandingkan pelaku utama, tetapi tetap harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan efek jera agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan turut serta dalam memberantas peredaran narkotika secara keseluruhan.
3. Apakah hakim mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menetapkan hukuman kepada pelaku perantara, seperti tingkat keterlibatan atau pengaruh terhadap jaringan peredaran narkotika?
Jawaban:
Ya, dalam menetapkan hukuman kepada pelaku perantara, saya mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain tingkat keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika dan pengaruh mereka terhadap jaringan peredaran tersebut. Faktor keterlibatan yang signifikan, seperti peran aktif dalam pengiriman atau distribusi, tentu menjadi dasar untuk menetapkan hukuman yang lebih berat. Selain itu, saya juga menilai sejauh mana pelaku perantara ini mempengaruhi keberlanjutan dan luasnya jaringan peredaran narkotika tersebut. Jika terbukti bahwa pelaku perantara memiliki peran strategis dan berpengaruh besar dalam memperluas jaringan, maka pertimbangan hukuman harus disesuaikan untuk memberikan efek jera yang maksimal. Demikian juga, faktor-faktor lain seperti niat, keadaan pribadi, dan upaya rehabilitasi turut menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.
4. Bagaimana hakim menilai relevansi dan cukup tidaknya bukti terhadap pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam putusan ini?
Jawaban:
Dalam menilai relevansi dan kecukupan bukti terhadap pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam putusan ini, saya telah melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Bukti-bukti yang relevan, seperti keterangan saksi, barang bukti, serta dokumen pendukung, dinilai cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam peredaran narkotika tersebut. Saya juga memastikan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi standar pembuktian yang berlaku, yaitu beyond reasonable doubt. Apabila ada keraguan, maka harus diutamakan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Namun, berdasarkan pertimbangan keseluruhan bukti yang ada, saya memandang bahwa bukti tersebut sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan pelaku perantara secara hukum, sehingga putusan ini didasarkan pada bukti yang relevan dan cukup untuk mendukung pertimbangan hukum yang diberikan.
5. Berdasarkan putusan ini, apakah ada rekomendasi atau arahan dari hakim terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perantara dalam kasus narkotika di masa mendatang?
Jawaban:
Dalam putusan ini, saya ingin menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perantara dalam kasus narkotika merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, termasuk memperkuat kerjasama antar lembaga terkait. Selain itu, diperlukan langkah-langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tidak terjerumus ke dalam peredaran narkotika. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan, serta didukung dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang membutuhkan. Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, dapat memperkecil peluang pelaku perantara untuk terlibat kembali dalam peredaran narkotika di masa mendatang.








C. Pertanyaan untuk Rumusan Malasah 3
Apa saja tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

1. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku pelaku perantara narkotika yang dijatuhi pidana mati di tingkat pengadilan ini?
Jawaban:
Tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku perantara narkotika yang dijatuhi pidana mati di tingkat pengadilan ini antara lain adalah aspek keberlanjutan proses pembuktian yang kompleks dan membutuhkan bukti yang kuat serta memenuhi standar hukum yang tinggi. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan hak asasi manusia dan keadilan prosedural tetap terlindungi, mengingat hukuman mati merupakan sanksi yang sangat berat. Selanjutnya, kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan hukuman mati, termasuk terkait eksekusi yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum, juga menjadi tantangan tersendiri. Faktor internasional dan sensitivitas sosial terkait hukuman mati di masyarakat maupun kebijakan luar negeri turut mempengaruhi penegakan hukuman ini. Oleh karena itu, penegakan hukuman mati harus dilakukan secara hati-hati, berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan aspek keadilan serta hak asasi manusia.
2. Hambatan apa yang sering muncul dalam proses pembuktian terhadap peran pelaku perantara dalam kasus narkotika, terutama yang berpotensi dijatuhi pidana mati?
Jawaban:
Hambatan yang sering muncul dalam proses pembuktian terhadap peran pelaku perantara dalam kasus narkotika, khususnya yang berpotensi dijatuhi pidana mati, antara lain adalah keterbatasan dan sulitnya memperoleh bukti langsung yang menguatkan keterlibatan pelaku perantara secara pasti. Banyak kasus yang melibatkan pelaku perantara yang berperan sebagai kurir atau penghubung, namun identitas serta peran mereka sering kali tersembunyi dan sulit dibuktikan secara definitif. Selain itu, adanya upaya untuk menutupi jejak dan bukti oleh pelaku utama maupun pelaku perantara, serta keterbatasan alat bukti dan saksi yang dapat diandalkan, menjadi hambatan tersendiri. Keterbatasan akses terhadap bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi juga sering menjadi kendala dalam mengungkap peran mereka secara komprehensif. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan peran dan tanggung jawab pelaku perantara.
3. Bagaimana hakim menanggapi kendala dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum saat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku perantara narkotika?
Jawaban:
Saya sebagai hakim selalu berupaya untuk menanggapi kendala dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum saat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku perantara narkotika dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Kendala tersebut, seperti memastikan bukti yang cukup dan memenuhi standar pembuktian, serta menjaga hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, saya memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada fakta-fakta yang telah terverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, saya juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengikuti ketentuan hukum internasional terkait hukuman mati. Dengan demikian, saya berusaha menjatuhkan hukuman yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa dan keadilan bagi masyarakat.
4. Apakah ada tantangan dalam implementasi eksekusi hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika, baik dari sisi hukum, sosial, maupun administratif?
Jawaban:
Ya, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi eksekusi hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika yang meliputi aspek hukum, sosial, dan administratif. Dari sisi hukum, tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh proses eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia yang berlaku, termasuk penegakan prosedur yang ketat dan penjaminan hak terdakwa. Dari aspek sosial, terdapat resistensi dan penolakan dari masyarakat maupun organisasi internasional terhadap hukuman mati, yang dapat mempengaruhi opini publik dan keberlanjutan proses eksekusi. Sementara dari sisi administratif, tantangan meliputi kendala logistik, koordinasi antar lembaga terkait, serta pengamanan selama proses eksekusi agar berjalan lancar dan aman. Oleh karena itu, implementasi eksekusi hukuman mati harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sambil memperhatikan aspek sosial dan administratif agar berjalan dengan efektif dan manusiawi.
5. Menurut hakim, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi menerima hukuman mati?
Jawaban:
Menanggapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi menerima hukuman mati, saya berpendapat bahwa langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum harus didukung dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan terkait teknologi dan metode penyidikan terbaru, agar mampu mengungkap skema pelaku perantara narkotika secara lebih efektif. Kedua, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memastikan proses penanganan yang cepat dan tepat. Ketiga, peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi dan data intelijen untuk memantau dan mengidentifikasi pelaku perantara narkotika secara lebih akurat. Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Kelima, penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga proses peradilan berjalan adil dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
 


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]

113

image3.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thaib Lubis : JI. Garu Il No. 83, Kampus Muhammad Yunus Karim : JI. Garu Il No. 02
Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Garu Il No. 52 Medan, Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus , JI. Stadian/ Gedung Arca Medan
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email : info@umnaw.ac.id

FORM.F.3

Nomor  : 138 /UMNAW/FH /A.55/2024
Lam : Satu set proposal

Hal : Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara

di.-
Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi

Saudara :
Nama : Junaidi Pelawi
NPM 1245114207
Jurusan/Prog.Studi  : Ilmu Hukum
Dengan Judul :

Peran dan Pertanggungjawaban Hukum Perantara dalam Kasus Narkotika
Berpenerapan  Pidana Mati (Analisis Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Dr. Halimatul Maryani, S.H.M.H
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas

Rangkap 2




image4.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : J. Garu I No. 83, Kampus Muhammad Yunus Karim : JI. Garu Il No. 02
Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Garu Il No. 52 Medan, Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Kampus Syeikh H. Mubammad Yunus , JI. Stadion/ Bedung Arca Medan
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email: info@umnaw.acid coapag £ 4

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Junaidi Pelawi

2. NPM 1245114207

3. Jurusan/Prog. Studi  : [lmu Hukum

4. Judul Skripsi : Peran Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Perantara Dalam Kasus
Jual Beli Narkotika Berpenerapan Pidana Mati (Analisis Putusan Nomor
355/Pid.Sus/2025/PN Mdn)

5. Pembimbing I*/II*  : Tri Reni Novita S.H., M.H
Jabatan Akademik  : Lektor Kepala

Tanggal Materi Paraf Keterangan
07-04-2026 | Acc judul H
17-04-2026 Pembahasan rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Perbaikan rumusan masalah agar 9{
sesuai dengan analisis Putusan Nomor
355/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
29-04-2026 | Revisi pembahasan mengenai unsur-unsur 2{
tindak pidana perantara narkotika dan analisis
pasal yang diterapkan dalam putusan. m
08-05-2026 | Revisi judul dan Bab IT
19-05-2026 | Revisi analisis pertimbangan hakim dalam 2{
menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa
perantara narkotika.
03-06-2026 | Revisi BAB IV terkait kesesuaian penerapan @1

pidana mati dengan asas keadilan dan kepastian

hukum.

15-06-2026 | Perbaikan kesimpulan agar menjawab seluruh yf
rumusan masalah penelitian.

24-06-2026 | Acc Skripsi m

Dr. Halimatul Maryani, S.H,M.H

Catatan :
1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.
2.Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.
Rangkap 2




image5.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTi/Kep/2002
Kampus Mahammad Arsyad Thal Lubis : L. Garu Il No. 93, Kerpus Muhammad Yunus Karim : . Garu I o 02
Kampus Abdurrahman Syihab - JI. Garu Il No. 52 Medan, Kampus Aziddin - Ji. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Kampus Syeikh H. Moharmad Yunus , Ji. Stadian/ Gedung Arca Medan
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Hoine Page : http://www.umnaw.ac.id Emai : info@umnaw.ac.id

FORM. F. 5
BIODATA WISUDA
NAMA : Junaidi Pelawi
TEMPAT LAHIR : Medan
; TANGGAL LAHIR  :30 Juli 1979
~al NPM 1245114207
i NIK : 1207263007790017
) NPWP
FAKULTAS : HUKUM TGL. SIDANG
JURUSAN + ILMU HUKUM JENIS KELAMIN

ALAMAT LENGKAP :JI. M.Y. Jintan Dusun V Kel.
Percut Kec. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Medan, Juni 2026
NO. HP/WA MAHASISWA : 081260061718
1 NO. HP/WA ORANG TUA : -
FT e NAMA ORANG TUA/
Junaidi Pelawi BAPAK DAN IBU : Alm. Bpk. Djaga Pelawi Dan

Almh. Ibu Ita Br Bangun

JUDUL SKRIPSI : .
Peran Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Perantara Dalam Kasus Jual Bcli Narkotika
Berpenerapan Pidana Mati (Analisis Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn)
Pembimbing Skripsi :

1. Tri Reni Novita S.H., M.H

Nelly Tridawati Péhan, S.kom

Catatan:
1. Dibuat rangkap 2 masing — masing untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Biro Adm. Kemahasiswaan
2. Disampaikan langsung ke Biro
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

Rangkap 2




image6.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Garu Il No. 33. Kampus Muhammad Yunus Karim : JI. Garu Il No. 02
Kampus Abdurrahman Syihab : 1. Garu | No. 5 Medan, Kampus Aziin: I Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hiir Ket. Pagar Merbau, Lubuk Pokam
Kampus Syeikh H. Mukammad Yunus , J. Stadion/ Gedung Arca Medan
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email : info@umnaw.ac.id

FORM. FU. 1

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana
¢/q Dekan Fakultas
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Junaidi Pelawi

Tempat, tanggal Lahir  : Medan, 30 Juli 1979

NPM 1245114207

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Agama : Kristen Protestan

Alamat :J1. M.Y. Jintan Dusun V Kel. Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli

Serdang

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :

Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)

Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)

Persetujuan Mengikuti Ujian (Form.FU. 4)

Undangan (Form.FU 5)

Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.FU.6)

Lembar Penilaian (Form.FU.7)

Daftar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)

Berita Acara jian (Form.FU 9)

. Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)

10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)

1. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)

12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)

13. Biodata Wisuda (Form.F.5)

14. Transkrip Nilai dari semester I - VIIT

15.  Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing IT
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

17. Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)

18, Sertifikat Magang ITT dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/Klinis

19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)

20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges

21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester [ -VIII
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi
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